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PELAKSANAAN TINGKATAN-TINGKATAN HAK TANGGUNGAN 
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 
HAK ATAS TANAH 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaaan tingkatan hak 
tanggungan yang ada di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno 
Budi Santoso, S.H dan kendala dalam pelaksanaan tingkatan hak tanggungan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 
dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso S.H yang berkedudukan hukum di 
Sukoharjo. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan teknik 
studi lapangan melalui wawancara dan juga studi pustaka berupa data dari bahan-
bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan tingkatan hak tanggungan terjadi karena adanya 
Pembebanan Hak Tanggungan tehadap jaminan hak milik atas tanah yang sama 
lebih dari satu kali dengan kreditur yang sama berdasarkan perjanjian tambahan 
kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur pemegang hak tanggungan 1. 
Pembebanan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Tetapi tidak semua 
jaminan hak atas tanah dapat di bebankan hak tanggungan, hanya permohonan 
kredit berskala besar saja yang di daftarkan pembebanan hak tanggungan, hal 
tersebut di karenakan dua faktor yaitu biaya administrasi pendaftaran hak 
tanggungan yang mahal dan proses pembebanan hak tanggungan yang lama. 
 
Kata kunci : Tingkatan, Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit    
 
ABSTRACT 
This research aims to know the process she was a dependent right levels 
that exist in the Office of the notary and land deed official Seno Budi Santoso, S.H 
and constraints in the implementation of the right level of dependents. The method 
of the approach used in this research is empirical and juridical nature of the 
descriptive. The location of the research done in the notary office and the land 
deed official Seno Budi Santoso, S.H law based in Sukoharjo. The data collection 
method used is by the techniques of field studies through interviews and a 
literature study also be data from library materials. Based on the results of the 
research and the discussion then it can be inferred that the implementation level 
of rights dependent on the Office of the notary and land deed official Seno Budi 
Santoso, S.H occurs due to the imposition of the rights guarantee of taking action 
against property rights Dependent Upon the same Ground more than once with 
the same lender based on Additional Credit Agreement proposed by the debtor to 
the Creditor's rights Holder Agreements i. Imposition committed as many as 6 
(six) times. But not all guarantee land rights can be a dependent rights will be 
loaded, only large-scale credit application only in the register of load dependent 
rights, the two factors i.e. administrative fee registration rights agreements are 
expensive and the process of the imposition of a right old dependents. 
 
Keywords: level, Rights To Dependents, The Credit Agreement 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi, juga 
terjadi dalam dunia perekonomian, bahkan perkembangan kebutuhan masyarakat 
semakin tidak terkendali dan manusia harus mengikuti perkembangan tersebut 
agar tetap dapat menjalankan kegiatan ekonominya. Manusia memiliki kebutuhan 
yang beragam dan tidak pernah merasa puas. Berbagai pelaksanaan pemenuhan 
kebutuhan sehari hari-hari, orang sudah mulai merasakan bahwa dirinya tidak 
mungkin lepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga bank.
1
 
Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana 
masyarakat dari Unit Surplus kepada Unit Deficit atau pemindahan uang dari 
penabung kepada peminjam.
2
 Pengertian kredit yang tertuang dalam Pasal 1 angka 
11 Undang-Undang Perbankan,  
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.” 
 
Pemberian kredit tersebut bank wajib memperhatikan beberapa ketentuan 
sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, Pasal 8 tersebut mewajibkan 
untuk mempunyai keyakinan akan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya, 
dan juga memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Untuk 
memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya, dan untuk 
mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh 
kredit, pada umumya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang 
dikenal dengan the fives of credit atau 5 c yaitu: character (watak), capital 
(modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), condition of economi 
(kondisi ekonomi).
3
 
                                                          
1
 Moch Isnaeni, 2016, Hukum Jaminan Kebendaan:Eksistensi, Fungsi Dan Pengaturan, 
Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, Hal.67 
2
 Rachmadi Usman, 2001, Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka Utama Hal.6 
3
 Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Jakarta:Alfabeta CV, Hal 92-94  
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Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu benda 
tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikatkan sebagai jaminan.
4
 Jaminan 
dijadikan sebagai salah satu dari analisa pemberian kredit karena fungsi jaminan 
dalam kredit sangat penting yaitu memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur 
untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan 
tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah di tentukan.
5
 
Dengan adanya jaminan, bank mendapatkan kepastian bahwa kredit yang 
diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.
6
 Jaminan 
tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan yang 
dimaksud dalam penulisan ini adalah jaminan hak atas tanah yang termasuk dalam 
jaminan benda tidak bergerak. Jaminan hak atas tanah berupa hak milik yang 
dapat di bebani hak tanggungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu: “hak atas tanah yang 
dapat di bebani hak tanggungan adalah: hak milik; hak guna usaha; hak guna 
bangunan”.  
Hak Tanggungan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak 
Tanggungan adalah: 
“hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pook-
Pokok Agrara, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 
 
Pembebanan sebagai pelunasan hutang tertentu yang dimaksud dalam 
Pasal 5 angka 1 Tanggungan yaitu:“suatu objek hak tanggungan dapat dibebani 
dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu 
utang”, dari pasal tersebut dapat di ambil pengertian bahwa hak jaminan yang 
                                                          
4
 Edy Putra,1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis,Yogyakarta:Liberty 
Yogyakarta, Hal 7 
5
 Sutarno Loc Cit. Hal 142 
6
Edy Putra Loc Cit. Hal.14  
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dibebani hak tanggungan dapat di jadikan jaminan atas lebih dari satu hutang 
dengan objek hak tanggungan yang sama, sekaligus memberikan pengertian 
tentang adanya tingkatan-tingkatan hak tanggungan sebagai jaminan atas hutang, 
yang selanjutnya di jelaskan mengenai peringkat hak tanggungan yaitu:  
(2) “apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 
hak tanggungan, peringkat masing-masing hak Tanggungan ditentukan 
menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan”,  
(3) “peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 
ditentukan ditentukann menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak 
tanggungan”. 
 
Masing-masing peringkat pemegang hak tanggungan tersebut hanyalah 
pemegang hak tanggungan pertama yang mempunyai hak untuk menjual obyek 
hak tanggungan, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan yaitu;  
“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan tersebut.” 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 
adalah: (1) bagaimana pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah?, dan (2) apa yang menjadi 
kendala pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan hak atas tanah? 
 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kedit dengan jaminan hak 
atas tanah dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tingkatan-tingkatan 
hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah, 
sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini 
adalah: (1) menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan 
tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak 
atas tanah, (2) dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 
masyarakat yang mengajukan permohonan kredit agar hak-haknya tetap 
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dioptimalkan dan bagi pemberi kredit agar pelaksanaan kredit dilakukan menurut 
ketentuan hukum yang berlaku. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. 
Penelitian ini berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang 
nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Penulis mendeskripsikan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tentang mekanisme 
pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan hak atas tanah. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer 
yakni keterangan atau fakta, hasil wawancara dan data yang didapat dari kantor 
Notaris dan PPAT Seno Budi Santoso S.H dan data sekunder yang berupa buku-
buku tentang kredit, jaminan kredit, dan pembebanan hak tanggungan, serta 
kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data 
dengan cara studi lapangan yaitu wawancara secara langsung, dan studi 
kepustakaan.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Tingkatan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit 
dengan Jaminan Hak Atas Tanah 
Hak Tanggungan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak 
Tanggungan adalah: 
“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pook-Pokok Agrara, berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 
 
Pembebanan sebagai pelunasan hutang tertentu yang dimaksud dalam 
Pasal 5 angka 1 Tanggungan yaitu ;“Suatu Objek Hak Tanggungan dapat 
dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih 
dari satu utang”, hak jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat di jadikan 
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jaminan atas lebih dari satu hutang dengan objek hak tanggungan yang sama, 
mengenai peringkat hak tanggungan yaitu pada Pasal 5: 
(2) “Apabila suatu objek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari 
satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan 
ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan”,  
 (3) “Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 
ditentukan ditentukann menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan”, 
 
Peringkat pemegang hak tanggungan hanyalah pemegang hak tanggungan 
pertama yang mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan, ketentuan ini 
tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu: 
“Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan tersebut.” 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Seno Budi Santoso S.H yang berkedudukan 
di kabupaten Sukoharjo mengenai pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah. Tingkatan hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah, disebabnya 
karena adanya objek jaminan perjanjian kredit yang berupa sertifikat hak milik 
atas tanah yang dibebankan lebih dari satu hak tanggungan. Ketentuan peringkat 
hak tanggungan di tentukan berdasarkan tanggal pencatatan dalam buku tanah. 
Peringkat hak tanggungan ini digunakan untuk menentukan kreditur yang berhak 
melakukan eksekusi terhadap jaminan hak milik atas tanah.  
Peringkat hak tanggungan hanya terjadi dalam kreditur yang sama, artinya 
bahwa meskipun undang-undang memungkinkan peringkat-peringkat hak 
tanggungan ini dipegang oleh beberapa kreditur tetapi dalam praktik hal ini tidak 
di terapkan dalam permohonan kredit dengan jaminan hak milik atas tanah yang 
dibebankan beberapa hak tanggungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan 
yaitu : 
Pertama, terdapat klausula yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak 
boleh melakukan pengalihan terhadap benda jaminan yaitu hak milik atas tanah 
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kepada dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur, 
dengan klausula ini maka debitur sangat dibatasi untuk mengajukan permohonan 
kredit dengan jaminan hak milik atas tanah yang sama kepada kreditur lain.  
Kedua, adanya peraturan dalam permohonan kredit yang diajukan kepada 
bank bahwa semua berkas permohonan kredit yang didalamnya termasuk: 
perjanjian kredit umum, addendum perjanjian kredit, sertifikat hak milik atas 
tanah dan juga sertifikat hak tanggungan akan di simpan oleh bank sebagai pihak 
kreditur. Dengan adanya ketentuan ini maka debitur yang sudah mengajukan 
permohonan kredit dalam suatu bank tidak dapat mengajukan permohonan kredit 
kepada kreditur yang lain, karena sertifikat hak milik atas tanah tidak 
dikembalikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur meskipun sudah 
dibebankan dengan hak tanggungan. 
Ketiga, bank juga mempunyai ketentuan bahwa terhadap sertifikat hak 
milik atas tanah yang dijadikan jaminan hutang harus terbebas dari pembebanan 
hutang, artinya jika debitur ingin mengajukan permohonan kredit dengan jaminan 
hak milik atas tanah yang sudah dibebankan hak tanggungan maka bank tidak 
mau menerima. 
Keempat, bank sebagai pihak kreditur tidak mau menanggung resiko 
adanya sengketa terhadap jaminan hak milik atas tanah dalam melakukan eksekusi 
berupa pelelangan umum jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji 
ataupun tidak dapat membayar pelunasan hutangnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, alasan-alasan yang disebutkan diatas 
merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sebagai pihak kreditur sehingga lebih 
mementingkan pihak bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam proses 
perkreditan, adanya perjanjian kredit bukan berasal dari kesepakatan yang dibuat 
oleh pihak debitur sebagai calon peminjam maupun pihak kreditur yaitu bank. 
Tetapi sebagai pihak kreditur, bank sudah mempunyai beberapa kebijakan yang 
diterapkan, dan jika calon debitur ingin permohonan kreditnya dikabulkan oleh 
bank, maka calon debitur tersebut harus  mematuhi semua kebijakan yang dibuat 
oleh bank. Sehingga calon debitur yang menginginkan permohonan kreditnya 
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dikabulkan harus mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan bank meskipun 
kebijakan tersebut tidak sepenuhnya membela kepentingan debitur. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H yang berkantor hukum di 
Sukoharjo mengenai pelaksanaan tingkatan pembebanan hak tanggungan dengan 
jaminan hak milik atas tanah yaitu sebagai berikut
7
: 
Pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang 
dilakukan oleh nyonya Aisawati selaku debitur atau disebut sebagai pihak pertama 
dengan Bank Negara Indonesia sebagai kreditur atau disebut sebagai pihak kedua, 
dengan jaminan hak milik atas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 
5776, yang terletak di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, 
Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 2.830 m
2
 (dua ribu delapan ratus tiga puluh 
meter persegi) sebagai pemegang hak yaitu tuan Deny Gunawan. Jaminan hak 
atas tanah tersebut di bebankan hak tanggungan sampai dengan 6 (enam) 
peringkat, yaitu;  
Peringkat I (Pertama), peringkat I hak tanggungan terjadi karena jaminan 
hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit pertama. Hak tanggungan 
terjadi karena jaminan hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit 
pertama, sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipasang 
pembebanan hak tanggungan sebesar Rp 990.500.000,00 (sembilan ratus sembilan 
puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan jaminan kredit ini menimbulkan 
sertifikat hak tanggungan I. 
Peringkat II (Kedua), peringkat II (kedua) hak tanggungan terjadi karena 
jaminan hak atas tanah yang sudah dibebankan hak tanggungan tingkat I 
(pertama) di bebankan lagi dalam permohonan penambahan kredit atau addendum 
perjanjian kredit pertama, permohonan penambahan kredit sebesar Rp. 
850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan dengan 
pembebanan hak tanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). 
Pembebanan ini menerbitkan adanya sertifikat hak tanggungan II. 
                                                          
7
 Hasil wawancara dengan Seno Budi Santoso, S.H tanggal 6 Maret 2017 jam 10:00 WIB 
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Peringkat III (Ketiga), peringkat III (ketiga) hak tanggungan terjadi karena 
jaminan hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit dan addendum 
perjanjian kredit pertama di bebankan lagi untuk permohonan pertambahan kredit 
kedua. Permohonan penambahan kredit sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar 
tiga ratus juta rupiah) dengan pembebanan hak tanggungan sebesar Rp 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pembebanan ini 
menerbitkan adanya sertifikat hak tanggungan III. 
Peringkat IV (Keempat), peringkat IV (keempat) hak tanggungan terjadi 
karena jaminan hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit, addendum 
perjanjian kredit pertama, dan addendum permohonan kredit kedua di bebankan 
lagi untuk addendum permohonan kredit ketiga. Permohonan penambahan kredit 
sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembebanan hak 
tanggungan sebesar Rp 626.619.000 (enam ratus dua puluh delapan juta enam 
ratus sembilan belas ribu rupiah), dan menimbulkan adanya sertifikat hak 
tanggungan IV. 
Peringkat V (Kelima), peringkat V (kelima) hak tanggungan terjadi karena 
jaminan hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit, addendum perjanjian 
kredit pertama, addendum perjanjian kredit kedua dan addendum perjanjian kredit 
ketiga, di bebankan lagi untuk permohonan addendum perjanjian kredit keempat. 
Permohonan penambahan kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) dengan pembebanan hak tanggungan sebesar Rp 1.242.149.000 (satu 
milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 
sekaligus menimbulkan adanya sertifikat hak tanggungan V.  
Peringkat VI (Keenam), peringkat VI (keenam) hak tanggungan terjadi 
karena jaminan hak atas tanah dibebankan pada permohonan kredit, addendum 
perjanjian kredit pertama, addendum perjanjian kredit kedua, addendum 
perjanjian kredit ketiga, dan addendum perjanjian kredit keempat di bebankan lagi 
untuk permohonan addendum perjanjian kredit kelima. Permohonan penambahan 
kredit sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dipasangkan 
pembebanan hak tanggungan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan 
menerbitkan sertifikat hak tanggungan VI. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis mengenai 
pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan 
hak atas tanah dengan merujuk pada perjanjian kredit yang digunakan penulis 
sebagai bahan analisa tersebut diatas maka terhadap jaminan yang berupa Hak 
Milik Atas Tanah Nomor 5776 yang terletak di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 2.830 m2 (dua ribu 
delapan ratus tiga puluh meter persegi) di bebankan dengan hak tanggungan 
sebanyak 6 (enam) peringkat hak tanggungan. Dengan adanya 6 (enam) peringkat 
hak tanggungan artinya terdapat 6 (enam) sertifikat hak tanggungan yang di 
keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sukoharjo. Semua sertifikat 
hak tanggungan tersebut disimpan oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara 
Indonesia menjadi satu-satunya kreditur dan satu-satunya pemegang dari 6 (enam) 
sertifikat hak tanggungan tersebut. Sehingga apabila nyonya Aiswati selaku 
debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji dan tidak dapat membayar 
pelunasan hutangnya tersebut Bank Negara Indonesia secara mutlak dapat secara 
langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan yang berupa Hak Milik Atas 
Tanah Nomor 5776 yang terdapat di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah tersebut dari semua Hak 
Tanggungan tersebut. 
3.2 Kendala Pelaksanaan Tingkatan-Tingkatan Hak Tanggungan dalam 
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H
8
 yang berkantor hukum di 
Sukoharjo mengenai kendala pembebanan hak tanggungan dengan jaminan hak 
milik atas tanah yaitu sebagai berikut: 
Pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan hak atas tanah tidak ada kendala yang menghambat terjadinya 
pelaksanaan tingkatan hak tanggungan, karena tingkatan hak tanggungan terjadi 
karena adanya pembebanan jaminan hak atas tanah oleh beberapa hak tanggungan 
berdasarkan kepentingan debitur, sehingga selama objek hak tanggungan masih 
                                                          
8
 ibid 
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bisa mengakumulasi hutang yang di mohonkan permohonan kredit oleh debitur 
dan pihak bank menyetujuinya maka peringkat hak tanggungan masih terus bisa 
dilakukan. Pihak debitur akan berupaya untuk mendapatkan penambahan kredit 
tersebut, sedangkan Bank Negara Indonesia selaku pihak kreditur tidak akan 
menolak permohonan pertambahan kredit yang di ajukan oleh debitur jika 
memenuhi syarat dan ketentuan yang di ajukan oleh Bank Negara Indonesia 
selaku pihak kreditur terpenuhi dan tidak akan merugikan Bank Negara Indonesia. 
Namun pembebanan tersebut tidak dapat di lakukan terhadap semua objek 
jaminan yang berupa hak milik atas tanah. 
 Timbulnya sertifikat hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan 
hak atas tanah yang dapat menimbulkan munculnya peringkat hak tanggungan 
tersebut tidak semuanya berjalan baik. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua 
jaminan hak atas tanah dalam perjanjian kredit dapat dilakukan pembebanan 
dengan hak tanggungan, karena pembebanan hak tanggungan tidak dilaksanakan 
secara keseluruhan tetapi hanya pada permohonan kredit yang terbilang tinggi saja 
yang di daftarkan pembebanan hak tanggungan. Sehingga walaupun nilai jaminan 
yang di jadikan jaminan dalam permohonan kredit sangat tinggi jika permohonan 
kreditnya kecil maka tidak di bebankan hak tanggungan. Maka dari itu meskipun 
nilai jaminan masih memungkinkan diajukan permohonan penambahan kredit 
lagi, tetapi tidak bisa di ajukan permohonan penambahan kredit kembali karena 
tidak dilakukan pembebanan hak tanggungan. Sedangkan adanya peringkat hak 
tanggungan yang dapat dimungkinkan permohonan kredit lebih dari satu kali atau 
penambahan kredit adalah jika jaminan hak atas tanah di daftarkan hak 
pembebanan hak tanggungan. Faktor yang melatarbelakangi jaminan hak atas 
tanah pada permohonan kredit berskala kecil tidak dilakukan  pembebanan hak 
tanggungan adalah sebagai berikut : 
Pertama, biaya administrasi mahal, biaya administrasi pendaftaran hak 
tanggungan memerlukan biaya yang tidak sedikit, dengan biaya yang mahal 
tersebut dirasa kurang menguntungkan untuk pihak debitur, karena jika semua 
permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah di daftarkan pada hak 
tanggungan termasuk permohonan kredit dengan jumlah yang kecil sedangkan 
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pendaftaran hak tanggungan sebagai jaminan kredit memakan biaya yang tidak 
sedikit serta biaya pendaftaran tersebut diambilkan dari jumlah kredit yang 
diajukan oleh pemohon kredit maka jumlah uang yang diterima oleh debitur 
sebagai bentuk hutang dari pihak bank akan sangat berkurang untuk biaya 
pendaftaran hak tanggungan.  
Kedua, proses lama, debitur yang mengajukan permohonan kredit ke bank 
dalam jumlah yang kecil, diajukan ke bank dalam bentuk permohonan kredit 
artinya tidak di daftarkan dengan pembebanan hak tanggungan, hal ini 
dikarenakan bahwa pengajuan permohonan kredit dalam jumlah kecil biasanya di 
lakukan oleh pemohon untuk kepentingan yang mendesak dan sangat 
membutuhkan uang tersebut dalam waktu cepat, namun jika permohonan kredit 
harus di barengi dengan pembebanan hak tanggungan, sedangkan pembebanan 
hak tanggungan memerlukan waktu yang cukup lama maka debitur akan sangat 
merasa kehilangan banyak waktu untuk mendapatkan pencairan uang dari bank 
tersebut padahal uang tersebut akan di pergunakan untuk kepentingan yang 
sifatnya sangatlah penting dan mendesak. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat 
disimpulkan bahwa terjadinya peringkat atau tingkatan hak tanggungan dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan hak milik atas tanah terjadi ketika debitur yang 
melakukan permohonan kredit dengan jaminan hak milik atas tanah yang 
dibebankan dengan hak tanggungan, melakukan permohonan penambahan kredit 
dengan jaminan hak milik atas tanah yang sama, yang sudah dijaminkan pada 
permohan kredit sebelumnya dengan dibebankan hak tangguungan. Penambahan 
kredit dapat dilakukan selama nilai benda yang dijadikan jaminan atas hutangnya 
masih bisa digunakan untuk mengakumulasi seluruh hutangnya. Artinya 
permohonan penambahan hutang dapat terus dilakukan selama jumlah seluruh 
hutang debitur tidak lebih tinggi daripada nilai jaminan yang berupa hak milik 
atas tanah tersebut. peringkat hak tanggungan ditentukan berdasarkan tanggal 
munculnya sertifikat hak tanggungan.  
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4. PENUTUP 
Pertama, peringkat hak tanggungan yang dibebankan beberapa hak 
tanggungan hanya di pegang oleh 1 (satu) kreditur, dengan alasan: pihak debitur 
tidak boleh melakukan pengalihan terhadap benda jaminan yaitu hak milik atas 
tanah kepada dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan pihak 
kreditur, permohonan kredit yang diajukan kepada bank semua berkas 
permohonan kredit akan di simpan oleh bank sebagai pihak kreditur, sertifikat hak 
milik atas tanah yang dijadikan jaminan hutang harus terbebas dari pembebanan 
hutang,  bank sebagai pihak kreditur tidak mau menanggung resiko adanya 
sengketa terhadap jaminan hak milik atas tanah dalam melakukan eksekusi berupa 
pelelangan umum jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji ataupun 
tidak dapat membayar pelunasan hutangnya. Pelaksanaan tingkatan hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit yang dilakukan dengan jaminan hak atas 
tanah tersebut di bebankan hak tanggungan sampai dengan 6 (enam) peringkat, 
yaitu; peringkat I (pertama) menimbulkan adanya sertifikat hak tanggungan I 
(pertama), peringkat II (kedua) menimbulkan adanya sertifikat hak tanggungan II 
(kedua), peringkat III (ketiga) menimbulkan sertifikat hak tanggungan III (ketiga), 
peringkat IV (keempat) menimbulkan adanya sertifikat hak tanggungan IV 
(keempat), peringkat V (kelima) menimbulkan adanya sertifikat hak tanggungan 
V (kelima), peringkat VI (keenam) menimbulkan sertifikat hak tanggungan VI 
(keenam).  
Kedua, dalam pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian 
kredit dengan jaminan hak atas tanah pada prinsipnya tidak ada kendala yang 
menghambat terjadinya pelaksanaan tingkatan hak tanggungan, karena tingkatan 
hak tanggungan terjadi karena adanya pembebanan jaminan hak atas tanah oleh 
beberapa hak tanggungan berdasarkan kepentingan debitur, sehingga selama objek 
hak tanggungan bisa mengakumulasi hutang debitur dan pihak bank menyetujui 
permohonan kredit, peringkat hak tanggungan masih terus dapat dilakukan. 
Namun pembebanan hak tanggungan tersebut tidak dapat di lakukan terhadap 
semua objek jaminan yang berupa hak milik atas tanah karena pembebanan hanya 
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dilakukan pada permohonan kredit berskala besar saja, hal ini dikarena dua hal 
yaitu: biaya yang mahal dan proses yang lama. 
Adapun saran yang dapat penulis berikan meliputi: Pertama, bagi pihak 
bank (Bank Negara Indonesia). Sebagai badan yang berfungsi sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat, seharusnya dalam menyalurkan dana 
berupa kredit agar selalu berpegang teguh kepada undang-undang terkait dalam 
hal ini undang-undang hak tanggungan.  
Kedua, bagi pihak pemerintah sebagai pembuat undang-undang (Dewan 
Perwakilan Rakyat). Sebagai pembuat undang-undang seharusnya memikirkan 
bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat tanpa 
adanya pihak tertentu yang dirugikan.  
Ketiga, pihak Otoritas Jasa Keuangan, sebagai badan yang berfungsi untuk 
mengawasi jalannya jasa keuangan khususnya di dalam perbankan, seharusnya 
lebih jeli dengan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan jalannya 
perbankan terutama dalam permohonan kredit agar tidak ada kesenjangan yang 
timbul antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaksanaan di dalam 
masyarakat. 
Keempat, bagi masyarakat yang mengajukan permohonan kredit dengan 
jaminan hak atas tanah agar lebih teliti dalam menyetujui perjanjian kredit yang 
dibuat oleh pemohon kredit dan pihak bank, agar hak-haknya tidak diabaikan. 
Kelima, bagi masyarakat yang melakukan perjanjian kredit secara 
perseorangan, atau tidak dengan melibatkan bank yang menggunakan jaminan hak 
atas tanah sebagai agunan dalam perjanjian kredit, diharapkan bahwa terhadap 
objek jaminan tersebut tetap di daftarkan hak tanggungan, agar jaminan hak atas 
tanah tersebut lebih bersifat mengikat sebagai pelunasan hutang apabila debitur 
cidera janji.  
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